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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR Y0TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH EOTA METRO

Menimbang

. Mengingat.

TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

: bahwa betkensan dengan perkembangan yang tidak sesuai

dengan asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota
Metro Tahun 2020 dan pergeseran kegiatan antar Organisasi
Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal
343 avat {1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

seovaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturari Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemenntah Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro Tahun 2020;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang’

Pembentukan Kabupaten Dati 1l Way Kanan, Kabupaten
Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati 11 Metro
iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3823]);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoriesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 lentang

Perbendaharaan MNegara (Lembaran Negara Republbk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 43535);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang
Permneriksaan Pengelolaan dan Tangsung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomnor 4400];

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sislemn
Perencanaan Pembangunan Nagional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421});

Undang-Undang Nomor 33 Tabhun 2004  tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 enlang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Masional Tahun 2005-2025
{Lemnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
733, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia
I'-Jumn:-r 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  ientang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran
Negara Republik  Tndonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran NWepara Republik Indonesia Nomor
3234) sebagaimana telah dinbah dengan Undang-Undang
Nomor 153 Tehun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah  [Lembaran Negara Reopublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Nepgara Republik Indonesia Nomor :557]' schagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor @ Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indoncsaia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2008 tcntang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangpunan Dacrah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817Y;

Peraturan Pemerntah Nomor 2 Tehun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Hepublik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 61 78],
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12.

13,

14.

15.

16.

18.

15

20,

2%

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomaor 4833);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017  tenlang
Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelamutan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
136);

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Kepublik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 174};

Peraturan Presiden Nomer 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Wasional Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B6 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan peraturan Daerah  tentang — Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daecrah dan  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Benla Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Mimimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1240}

Peraturan Dacrah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010
tentang Rencana Talas Ruang Wilayah Provinsi Lampung
2009-20209;

Peraturan Daersh Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD] Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran
Dacrah  Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 13);

Peraturan Dacrah Kota Metro Nomor [ Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilavah Kota Metro tahun 2011-2031
[Lembaran Daerah Koia Metre Tahun 2012 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1);
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Menctapkan

e,

23

24,

25,

Peraturan Daerah Kota Metro Nomar 14 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(REJPD) Kota Metro Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kota Metro Tabun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Metro Nomor 14,

. Peraturan Daerah Nomor 15 Tehun 2016 tenlang Rencana

Pembangunan .Jangka Menengah Daerah (RPJMD)] Kota
Metro Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Metro
Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Dacrah Kota
Metro Nomeor 13);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Metro [Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Dacrah EKota Metro Nomor 24)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Metro Nomor 9@ Tahun 2019 {Lembaran Daerah Kota Metro
Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Metro Nomor 9);

Feraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Angearan 2020 (Lembaran Dacrah Eota Metro Tahun 2020
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro
Nomeor 14);

MEMUTUSEKAN:

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA

KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan .

1.
7%

Daerah adalah Kola Metro.

Pemerintah Daerah adalah kepala dacrah sebagai unsur
penvelenggara Pemerintahan Daerah yang mermimpin
peclaksansan  urusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenanpan dacrah olonom.

Kepala Dacrah adalah Walikota Metro.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wyang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembapga perwakilan rakyat daerah
vang berkedudukan sebagai unsur penvelenggara
Pemerintahan Daerah.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang lepat, melalii unatan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang terscdia.

Rencana Pembangunan Tahunan — Dacrah,  yang
selanjutnya  disebut Rencana Kerja Femernintah Daerah
yvang selanjutnya disingkat RKPD adalah  dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
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10
11.

12,

14,

. 16.

(1)

Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, vang selanjutnya disebul
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaannva dalam tahun begalan yang menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dengan periode pelaksanaan
selama 3 {Uga) bulan pada triwulan akhir anggaran,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan Dacrah untuk periode 5 (lima) tahun.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang  wajib
disclenpgarakan oleh semua Daerah.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh Dacrah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Perangkat Daersh adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam
penvelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daecrah
vang terdiri atas Sekretarial Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, Dinas
Daetrah, Badan Daerah, Kecamatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjuinya disingkat dengan
BAPPEDA adalah Perangkal Daerah vang melaksanakan tugas dan
mengoordinasikan  penyusunan, pengendalian dan ecvaluasi pelaksanaan
trencana pembangunan Daerah,

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi
vang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adolah  program prioritas dan patoken batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Pecrangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan HKerja Perangkat
Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sclanjutnya
disinpgkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat
Daersh seria rencana pembiayaan sebagai dasar penyvusunan APBD.
Musyawarah percncanasn pembangunan  yang  sclanjutnya  disingkat
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan Dacrah.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA EERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO
Pasal 2

Perubshan REKPD Kota Metro Tahun Anggaran 2020 dicantumkan dengan
sistemalika sehagai berikut

4. BABI : Pendahuluan

b. BABII :  Ewxaluasi Hasgil Triwalan Il Tahun 2020

c. BABIl . Kerangka Ekonomi Daerah Dan Eeuangan Daerah
d. BABIV : Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah

e. DBABV : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

[ BARVI : Penutup
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[2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayal (1) tercantum dalam
lampiran vang merupakan bagian yvang tidak terpisabksn dari Peraturan
Walikota imi,

Pasal 3

Perubahan REPD sebapgaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan :
4. dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

b. pedoman Pemyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan
FPPAS:;

c. landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDY,
d.  bahan evaluasi Raperda tetang Perubahan APBD.

BAB III
PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada ranggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Penpundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro,

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 9 (sl 2020
WALIKOTA METRO,

'M{_L___I-

ACHMAD PAIRIN
Diundangkan di Metro

pada tanggal 9 Rpjewn )y or 2020
Pj. SEERETARIS DAERAH KOTA METRO,

i«
@
/
MISNAN

Yo
BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR ......
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{lempan memperhatikan kapasitas kevangon daerab, perataan anggaran
difaksanakan deapan prinsip elebtifitas, efisiensi dan manoy follow proyrem
priority. Keburihan mendasar yang dijadikan poin penling daiam penyusunan
REPT Perubahao Tabun 2020 adalah perwijidan Visi dan Misi RPIM Tabun

2 L6-202 1 serta permasalahan COVIE-1°,

Upaya perwujudan  wisi, mast dan permasalaban  COVID-19  ini
dilaksanalan sccara integratif oleh OPD dengan muemperhatikan Lugas prkek
dan  fungsi masing-masing.  Selain it perubszhan Strukiur Oroanisasi
Pemerintah Kotz Metro juga menjadi perctimbangan  melalui penguatan

. kelembagaan organisasi, Pelaksanaan kepialan dengan waktu yang ukup
singkat, memerlukan perencanaan yang rmatang dan kamitmen  seluruh
aparatur. Selain ito, kerjasama sclurih stakholder diperiukan schagai penguat
dan pendukung kegiatan pembangunan untuk mewyjudkan visi "Metro Kota
Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Berlandaskan Pembangunan Partisipaf”.

; . ' WALIKOTA METRO
U i sy

{ban
forny .

HMAD I"AIRIN

Perubahan REKPD Kota Metro Tahun 2040 &



